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ABSTRAK 

Analisis Peran otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan 

Konsumen dari Investasi Ilegal Di Provinsi Bengkulu 

Oleh Heny Lestari 

NIM 1811140107 

Skripsi ini membahas tentang analisis peran OJK dalam 

memberikan perlindungan terhadap investasi ilegal. Maraknya 

penawaran investasi ilegal yang dilakukan oleh beberapa instansi 

mengakibatkan korban dan jumlah kerugian yang tidak sedikit. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) bagaimana perlindungan OJK terhadap 

investasi ilegal di Provinsi Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, menggunakan data 

primer, Kemudian data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

dari buku dan website. Subjek penelitian ini adalah bagian 

Pengawasan.  Adapun teknik pengumpulan datanya adalah 

dengan wawancara langsung dengan narasumber, kemudian 

hasilnya diolah secara kualitatif.  

Hasil dari penelitian ini yaitu: Otoritas Jasa Keuangan merupakan 

lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang memiliki peran 

penting bagi masyarakat maupun konsumen, tugas OJK adalah 

mengawasi, memeriksa, dan menyidik dengan tujuan mampu 

melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam peran 

perlindungannya, OJK melakukan peran pencegahan preventif 

dan represif, dibalik kedua peran tersebut OJK memiliki kendala 

tidak bisa menjanjikan kembalinya uang konsumen yang telah 

dibawa entitas investasi bodong dan tidak seimbangnya literasi 

keuangan yang terjadi dimasyarakat sehingga menyebabkan 

banyaknya konsumen yang menjadi korban investasi bodong.  

 

Kata Kunci: Perlindungan, Otoritas Jasa Keuangan, Investasi 

Ilegal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Otoritas Jasa Keuangan adalah organisasi publik 

yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 dengan fungsi menyelenggarakan sistem 

pengaturan dan pengawasan yang teintegrasi atas seluruh 

kegiatan sektor jasa keuangan. OJK didirikan berdasarkan 

prinsip-prinsip tata kelola yang baik, antara lain 

indenpensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 

transparansi, dan kewajaran. Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) adalah  organisasi yang independe, bebas dari 

campur tangan pihak lain, dengan fungsi, tugas dan 

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaa, dan 

penyidikan.  

OJK dibentuk untuk menggantikan peran 

BapepamLK dalam pengaturan dan pengawasan pasar 

modal dan lembaga keuangan, menggantikan Bank 

Indonesia dalam pengelolaan dan pengawasan bank, dan 

sekaligus melindungi konsumen masyarakat dari industri 

jasa keuangan, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun 



2 

 

 
 

lembaga keuangan, dan organisasi jasa lainya, termasuk 

pasar modal.
1
 

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa, 

sebagai lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk 

mengawasi lembaga keuangan, OJK berperan yang sangat 

penting dalam mencegah dan memberantas model-model 

investasi penggalangan dana ilegal yang sering muncul di 

masyarakat. 

 Secara umum, investasi merupakan  komitmen 

dari beberapa dana atau sumber daya lainnya termasuk 

peralatan (Equipment), Asset real estat, hak kekayaan 

intelektual dan keahlian. Investasi dilakukan baik secara 

pribadi  maupun sebagai badan hukum. Investasi secara 

umum, memiliki beberapa tujuan utama, yaitu untuk 

memiliki kehidupan yang lebih baik dimasa depan, yang 

kedua untuk menurunksn tingakt inflasi, dan yang terakhir 

adalah untuk menghemat pajak. Sedangkan dari sudut 

pandang Islam, investasi adalah usaha penanaman modal 

yang dipimpin oleh  masyarakat  berlandaskan prinsip-

prinsip syariah di bidang keuangan dan rili, yaitu atas 

prinsip musyarwarah mufakat atau tidak dengan 

penindasan dan tidak ada yang merasa dirugikan, 

bersenang-senang, tidak mengandung unsur keausan, 

                                           
1
 Nonie Afrianty, dkk, „’Lembaga Keuangan’’, (Bengkulu: CV ZIGIE 

UTAMA, 2020), h. 15 
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tidak mengandung unsur maysir (permainnan/spekulasi), 

dan tidak mengandung lagi kegelapan (gharar).
2
 

Dalam berinvestasi, masyarakat harus 

memperhatikan dua hal yang harus dipahami, yaitu 

tingkat pengembalian yang ditawarkan dan risiko dalam 

berinvestasi. Namun pada kenyataannya, masyarakat lebih 

memikirkan return yng akan diperoleh daripada tingkat 

risiko yang akan terjadi nantinya. Hal ini dapat 

menyebabkan banyak perusahaan yang tidak memiliki 

izin untuk menghimpun dana atau sering disebut dengan 

investasi ilegal/curang menggunakan kesempatan ini 

untuk mengajak orang agar mau berinvestasi di 

perusahaannya.  

Maraknya kelas menengah Indonesia menjadi 

salah satu pendorong maraknya produk investasi yang 

beredar. Kelas menengah ini menjadi salah satu incaran 

para pemasar produk investasi, baik yang berasal dari 

industri keuangan maupun non keuangan yang telah 

beroperasi belakangan ini. Investasi ilegal biasanya 

memberikan beberapa penawaran yang sangat menarik 

sehingga masyarakat tergoda untuk berinvestasi dengan 

berbagai modus sehingga masyarakat mau 

                                           
2
 Siti Khadijah, Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keungan Dalam 

Memberikan Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Terhadap Investasi 

Ilegal Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi pada OJK Provinsi Jambi), 

Tahun 2020,  h . 1-2. 
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menginvestasikan dananya tanpa harus memikirkan risiko 

lebih lanjut, dan tidak memiliki izin dari otoritas 

manapun, termasuk Otoritas Jasa Keuangan.
3
 

Pada umumnya organisasi yang curang adalah 

sebagai unsur bisnis, misalnya pada Perseroan Terbatas 

(PT) maupun Koperasi Simpan Pinjam dan hanya 

mempunyai laporan Akta Pendirian/Perubahan 

Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 

Domisili artikulasi dari Lurah terdekat, dengan legitimasi 

perusahaan sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), 

dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Mengingat 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-

DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha 

Perdagangan, diarahkan agar organisasi dilarang 

memanfaatkan SIUP untuk menyelesaikan pelaksanaan 

“pengumpulan” aset publik dengan menawarkan jaminan 

keuntungan yang sangat tidak wajar (cash game).
4
 

Perlindungan konsumen dan masyarakat termasuk 

pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam tugas 

pengawasanya, OJK melakukan dua tindakkan 

                                           
3
 Siti Khadijah,  „‟Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keungan Dalam 

Memberikan Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Terhadap Investasi 

Ilegal Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi pada OJK Provinsi 

Jambi)‟‟...., h. 4 
4
Modus Operan di Penipuan Berkedok Investasi 

,http://siakapiuangmu.ojk.go.id/articel/128/modus-operandipenipuanberkedok-

investasi  (diakses tanggal 14 Desember 2017) 

http://siakapiuangmu.ojk.go.id/articel/128/modus-operandipenipuanberkedok-investasi
http://siakapiuangmu.ojk.go.id/articel/128/modus-operandipenipuanberkedok-investasi
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pengawasan yaitu pertama tindakan awal atau disebut 

tindakan preventif (dalam mengupaya pencegahan). 

Kemudian yang kedua tindakan represif (dalam upaya 

menindak lanjuti pidana).
5
 

Pentingnya perlindungan terhadap masyarakat 

ataupun konsumen, sangat diperlukan perangkat hukum 

yang tegas dan jelas untuk mengaturnya, OJK bersama 

dengan Kementrian Perdagangan, Kementrian Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian 

RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas 

Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani 

banyaknya tawaran investasi ilegal. SWI (Satgas Waspada 

Investasi) merupakan wadah antar regulator, instansi 

penegak hukun dan pihak lain yang terkait ke dalam 

penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang 

penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan 

investasi.
6
 

Data investasi ilegal di provinsi Bengkulu dari 

tahun 2018-2020 antara lain yaitu: 

 

 

                                           
5
 Andrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta: Raih 

Asa Sukses 2014) , h. 237. 
6
 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Siaran Pers Perkuat Satgas Waspada 

Investasi, Jakarta, 21 Juni 2020 
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Tabel 1. 1 

Data Nasional dari Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) 

No Tahun Entitas yang Dihentikan 

1 2018 106 investasi ilegal dan 404 pinjol 

ilegal di Indonesia 

2 2019 442 investasi ilegal, 1.493 pinjol 

ilegal dan 68 gadai ilegal di 

Indonesia 

3 2020 347 investasi ilegal, 1.026 pinjol 

ilegal dan 75 gadai ilegal di 

Indinesia 

Sumber: wawancara 2022
7
 

Seperti yang kita ketahui dimana dua mahasiswi 

dikabupaten Rejang Lebong menjadi dalang tindak 

penipuan dengan modus investasi bodong. Warga Rejang 

Lebong yang ditipu oleh dua mahasiswi ini sebanyak 135 

orang dengan total kerugian yang mencapai Rp800 juta 

dengan bermoduskan investasi bodong.
8
 Selain Kabupaten 

Rejang Lebong, kasus investasi bodong juga terjadi di 

Desa Pagar Besi Kecamatan Merigi Saksi Kabupaten 

                                           
7 Wawancara dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi 

Bengkulu, pada tanggal 30 Juni 2022. 
8
Ratusan warga Rejang Lebong tertipu investasi bodong 

https://www.antaranews.com/berita/2309770/ratusan-warga-rejang-lebong-

tertipu-investasi-bodong, 5 Agustus 2021. 

https://www.antaranews.com/berita/2309770/ratusan-warga-rejang-lebong-tertipu-investasi-bodong
https://www.antaranews.com/berita/2309770/ratusan-warga-rejang-lebong-tertipu-investasi-bodong
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Bengkulu Tengah dengan jumlah kerugian mencapai 

Rp1,2 Miliar.
9
 Kasus ini termasuk ke dalam skema ponzi 

atau money game, yaitu modus penipuan dalam investasi 

bodong yang keuntungannya diperoleh dari uang mereka 

sendiri bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh 

individu atau organisasi yang melakukan operasi ini. 

Dari hasil observasi yang dilakukan pada Otoritas 

Jasa keuangan Bengkulu kasus investasi tersebut adalah 

investasi yang bukan merupakan kewenangan 

pengawasan OJK. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU 

OJK), wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi 

Lembaga jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, 

sektor industri keuangan non bank seperti (asuransi, dana 

pensiun, perusahaa pembiayaan, dll) dan Bank umum dan 

Bank Perkreditan Rakyat.
10

 

 Dalam hal ini merupakan tanggung jawab 

tersendiri bagi Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga 

yang independen yang mempunyai fungsi mengatur, 

mengawasi dan melindungi kepentingan  masyarakat guna 

terciptanya jasa keungan industry yang baik. OJK sebagai 

lembaga resmi, pada Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 

                                           
9
Investasi Bodong, 22 Korban Rugi Rp 1,2 Miliaran 

https://rakyatbengkulu.com/2022/01/23/investasi-bodong-22-korban-rugi-rp-

12-miliar/  
10

 Wawancara dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi 

Bengkulu, pada tanggal 30 Juni 2022. 

https://rakyatbengkulu.com/2022/01/23/investasi-bodong-22-korban-rugi-rp-12-miliar/
https://rakyatbengkulu.com/2022/01/23/investasi-bodong-22-korban-rugi-rp-12-miliar/
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menjelaskan bahwa lembaga ini berfungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan 

yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam 

sektor jasa keuangan. Artinya, OJK wajib ambil bagian 

dalam penanganan dalam perkara investasi ilegal. Karena, 

menyangkut suatu kegiatan di sektor jasa keuangan. 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di 

atas, peneliti tertarik untuk menganalisis dan meneliti 

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan 

Konsumen Investasi Ilegal di Provinsi Bengkulu. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, peneliti 

mengajukan rumusan masalah, yaitu: bagaimana peran 

Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen 

investasi ilegal di Provinsi Bengkulu ? 

C. Tujuan Penelitian  

Dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan 

utam dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

yaitu, untuk mengetahui Bagaimana Peran Otoritas Jasa 

Keuangan dalam perlindungan konsumen investasi ilegal 

di Provinsi Bengkulu ? 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, kegunaan 

penelitian ini adalah 
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1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

referensi pengetahuan penelitian selanjutnya dan 

bermanfaat secara teori maupun pengaplikasikan 

mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam 

pengawasan investasi ilegal di Provinsi Bengkulu. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan pengawasan investasi ilegal 

di Provinsi Bengkulu. 

b. Memberikan suatu informasi kepada peneliti 

selanjutnya dalam pembuatan karya ilmiah yang 

lebih baik (sempurna). 

E. Penelitian Terdahulu 

1. Agus Anita Sari, Analisis Peran Otoritas Jasa 

Keuangan dalam mengawasi investasi di Provinsi 

Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

menggunakan data primer yang didapat dari subjek 

penelitian melalui wawancara.  

Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang 

peran OJK dalam mengawasi investasi. Sedangkan 
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perbedaannya dalam penelitian ini yaitu pada objek 

penelitian. 

2. Nurul Hidayah, Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam  

Menangani Kegiatan Investasi di Banjarmasin. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan menggunakan data primer yang 

didapat dari subjek penelitian melalui wawancara.  

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama 

mengunakan metode kualitatif dan sama sama membahas 

tentang investasi. sedangkan perbedaannya Nurul 

Hidayah yang hanya fokus terhadap cara menangani 

kegiatan investasi, namun dalam penelitian yang 

dilakukan penulis bukan hanya pada investasi ilegal 

tetapi meniliti tentang peran OJK dalam pengawasan 

terhadap investasi ilegal.  

3. Dian Husna Fadila, Peran Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas 

Dugaan Investasi Fiktif. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian doktrinal dengan spesifikasi 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

data sekunder, dan metode analisis data menggunakan 

metode kualitatif. 

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama 

mengunakan metode kualitatif. sedangkan perbedaannya 
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dengan penelitian yang saya buat yaitu Dian Husna 

Fadila lebih melihat aspek hukumnya, namun dalam 

penelitian ini berfokus pada peran OJK dalam 

pengawasan investasi ilegal. 

4. Rizky Arisandi, Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan 

dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat terhadap 

Kegiatan Investasi Ilegal di Tasikmalay. Penelitian ini 

bersifat library research untuk kajian pustaka dengan 

metode penelitian yuridis normative yaitu penelitian 

yang mangacu pada norma hukum yang terdapat pada 

peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-

undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. 

Menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan non hukum 

Perbedaannya penelitian ini dengan penulis yaitu 

pengumpulan data yang dilakukan penulis 

menggunakan data sekunder, dan metode analisis data 

menggunakan metode kualitatif. 

5. Amin Hidayat, Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam 

meningkatkan Literasi Keuangan pada Masyarakat 

Terhadap Lembaga Jasa Keuangan. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

menggunakan data primer yang didapat dari subjek 

penelitian melalui wawancara. 
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dalam hal ini sama-sama membahas tentang peran 

Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi terdapat perbedaan 

dalam skripsi ini membahas literatur (pengetahuan) 

bagi masyarakat sedangkan penulis membahas tentang 

pengawasan investasi ilegal. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan 

langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh 

data yang lengkap dan valid. metode deskriptif 

adalah suatu metode dalam penelitian status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

b. Pendekatan Penelitian.
11 

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai 

                                           
11 Ajak Rukajat, Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantutative Research 

Approach (Yogjakarta: Deepublish, 2018), h. 1. 



13 

 

 
 

prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati dari 

fenomena yang terjadi. Penelitian deskriptif lebih 

menjurus pada data yang berupa kata-kata, gambar 

yang bukan merupakan angka-angka. Selain itu 

semua yang dikumpulkan bisa menjadi kunci 

terhadap apa yang akan teliti.
12 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

a. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei 2022 

sampai dengan selesai. 

b. Lokasi Penelitian 

Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu yang 

beralokasikan di Jl. Pembangunan No. 4 Padang 

Harapan, Kota Bengkulu. 

3. Informan Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah staf atau 

karyawan Kantor Otoritas Jasa Keuangan dan salah 

satu korban investasi illegal Sedangkan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik Purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel di mana 

                                           
12 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2019), h. 26. 
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peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika 

memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam 

penelitian. Dengan metode pengambilan sampel non-

probabilitas dan ini terjadi ketika elemen yang dipilih 

untuk sampel berdasarkan penilaian peneliti.
13

 Maka 

dari itu sampel dalam penelitian ini berjumlah 2 orang 

yaitu staff Edukasi Perlindungan Konsumen (EPK)  

dan Ibu AS korban dari invstasi illegal Provinsi 

Bengkulu.   

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.
14

 Data 

ini di peroleh dengan wawancara. Wawancara 

dilakukan kepada staf atau karyawan Otoritas Jasa 

Keuangan Provinsi Bengkulu. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul 

data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen.25 Data sekunder juga bisa didapat dari 

catatan, buku, artikel, buku-buku sebagai teori, 

majalah, skripsi dan jurnal. 

                                           
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2018). h. 85. 
14 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D…, h. 225. 
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c. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian penulis 

dimulai dari pengumpulan data sampai sampai 

dengan setelah selesai pengumpulan data. Miles 

dan hubermn, menjelaskan bahwa aktivitas dalam 

suatu analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai 

selesai. 

Empat tahap dalam menganalisis data, yaitu: 

1. Pengumpulan data 

Merupakan informasi yang diperoleh dari 

hasil wawancara, pengamatan maupun 

observasi, data yang terkumpul masih berupa 

data yang belum di olah, sehingga masih perlu 

dipilih mana data yang penting dan tidak 

penting. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data berarti menyimpulkan, 

memilih opsi untuk membidik pada hal itu 

penting dan membuang apa yang tidak 

penting. Dengan penurunan akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan 

seorang peneliti untuk mengumpulkan 

informasi lebih lanjut jika diperlukan. 

3. Data Display (Penyajian Data) 
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Penyajian data yang langsung disajikan 

sebagai kumpulan suatu informasi terusan 

yang memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan 

keputusan. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir dalam data kualitatif yaitu 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukankan hanya 

bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data-data berikutnya. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih memudahkan dan memahami isi dari 

skripsi ini secara, penulis membuat sistematika atau garis 

besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas lima bab, 

dengan sub-sub bab masing-masing diuraikan sebagai 

berikut: 

Bab pertama  

Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang 

masalah yaitu bagian yang menjelaskan alasan-alasan 

mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Dilanjutkan 

dengan merumuskan masalah, kemudian merumuskan 

tujuan penelitian sehingga masalah dapat dipecahkan, 

memaparkan manfaat dan kegunaan penelitian. 
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Bab kedua  

Kajian Teori, dalam bab ini meliputi uraian umum 

tentang peran OJK dan Ivestasi ilegal serta 

pembahasannya. 

 

Bab ketiga  

Gambaran Umum penelitian terdiri dari: 

Memaparkan gambaran umum Otoriritas Jasa Keuangan 

Bengkulu yang berisikan tentang sejarah beridirinya OJK 

Bengkulu, tujuan didirikan OJK Bengkulu, struktur 

organisasi OJK Bengkulu. 

Bab keempat 

Hasil dan pembahasan terdiri dari: Memaparkan 

tentang hasil penelitian tentang bagaimana peran Otoritas 

Jasa Keuangan dalam pengawasan investasi ilegal di 

Provinsi Bengkulu 

Bab kelima 

Kesimpulan dan saran terdiri dari: Berisi 

kesimpulan merupakan hasil pemahaman, penelitian dan 

pengajian terhadap pokok masalah dan saran terhadap 

OJK. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pengertian dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan  

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga 

publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan 

yang terintergrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor 

jasa keuangan. OJK didirikan berdasarkan prinsip-

prinsip tata kelola yang baik, antara lain indenpensi, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan 

kewajaran. Otoritas Jasa keuangan (OJK) adalah 

organisasi yang indenpenden, bebas campur tangan 

pihak lain, dengan fungsi, tugas, dan weweng 

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan 

penyidikan 

Regulator jasa keuangan independen ini 

diawasi ketat dan ini terlihat dalam pengawasannya 

dalam UU RI No. 21 tahun 2011, Bab II pasal 2 ayat 2 

yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan 

adalah organisasi yang berdiri sendiri dalam 

menjalankan fungsi dan wewenangnya, bebas dari 

campur tangan pihak lain, kecuali dalam hal-hal yang 

diatur secara tegas dalam undang-undang ini. Tujuan 
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independen OJK ini diperlukan agar kemampuan 

mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan 

di Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik dan 

tegas. Karena kita bisa melihat berapa banyak bank 

yang bermasalah karena lemahnya kontrol dari 

institusi yang terlibat. Kasus Bank Century yang 

melibatkan berbagai pihak, bangkrutnya Bank Dagang 

Negara, Bank Bumi Daya, bahkan kasus Bank Bali 

menunjukkan perlunya perencanaan permainan 

manajemen yang baik. 

Ojk didirikan untuk menggantikan peran 

bapepamLK dalam pengaturan dan pengawasan pasar 

modal dan lembaga keuangan, menggantikan bank 

Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, 

serta untuk melindungi konsumen industri jasa 

keuangan lainnya.
15

 Sebelum ada OJK pengawasan 

industri keuangan masih berjalan terpisah dibawah 

dua regulator yaitu Bank Indonesia yang mengawasi 

perbankan dan BapepamLK (Lembaga Keuangan) 

yang mengawasi pasar modal dan industri non-Bank. 

Tugas dari pengawasan industri non-bank dan pasar 

modal secara resmi beralih dari Kementerian 

Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 

Desember 2012. Sedangkan utnuk pengawasan 

                                           
15

 Nonie Afrianty, dkk,  „’Lembaga Keuangan’’, (Bengkulu: CV ZIGIE 

UTAMA,2020),  h.15 
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disektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 

2012 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 

2015.
16

 

B. Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan di 

Indonesia 

Undang-Undang OJK dibentuk dengan dilatar 

belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan 

penataan ulang pada lembaga-lembaga yang 

melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di 

sektor jasa keuangan, sesuai yang diberikan dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2009 tentang penepatan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 

tentang Perbankan Kedua atas undang-undang Nomor 

23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia menjadi 

undang-undang. Selain itu, pembentukan itu juga di 

bidang jasa keuangan, serta belum optimalnya 

perlindungan konsumen jasa keuangan.
17

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah 

organisasi negara yang dibentuk berdasarkan Undang-

                                           
16

 Muliaman D Hadad, „‟Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan’’, (2014),  

h. 2-3 
17

 Andri Soemitra, „‟Bank dan Lembaga Keuangan Syariah’’,(Jakarta: 

Kencana, 2009). h. 39 
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Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki fungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan 

yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor 

jasa keuangan, perbankan, pasar modal, dan jasa 

keuangan non perbankan, bidang seperti Asuransi, 

Dana Pensiun, Lembaga Keuangan, dan Lembaga Jasa 

keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK 

merupakan organisasi yang independen dan tidak 

terintervensi oleh pihak lain dengan fungsi, tugas, dan 

badan pengatur, pengawasan, pemeriksaan dan 

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 21. Dan pasar modal resmi dialihkan 

dari kemeterian Keuangan dan BapepamLK ke OHJ 

pada 31 Desember 2012. Sementara itu, pengawasan 

di bidang perbankan dialihkan ke OJK, pada tanggal 

31 Desember 2013 dan untuk Lembaga Keuangan 

Mikro pada tahun 2015. 

Dengan adanya pembentukan OJK, kemudian 

lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan 

sektor jasa keuangan secara keseluruhan untuk  

meningkatkan daya saing perekonomian. Terlebih 

lagi, OJK harus mampu menjamin kepentingan 

nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, 

pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor 

jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek 
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positif globalisasi. Ojk dibentuk dan dilandasi dengan 

prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi 

independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 

transparansi, dan kewajaran (fairness). 
18

 

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

didasarkan kepada 3 (tiga) landasan yaitu: 

1. Landasan Filosofi 

Mewujudkan pertumbuhan ekonomian nasional 

yang stabil dan berkelanjutan, memberikan 

kesempatan kerja yang luas dan seimbang di 

berbagai sektor ekonomi, di samping menjamin 

pemerataan kesejahteraan bagi semua. 

2. Landasan Yuridis 

a. Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 

Thun 1999, pasal 34 

b. Perppu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 

Nomor 2 Tahun 2008 memuat perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia ke dalam Undang-

Undang. 

3. Landasan Sosiologi 

a. Globalisasi sistem keuangan, kemajuan pesat 

teknologi dan informasi, serta inovasi keuangan 

merupakan hal yang kompleks, dinamis, dan 

                                           
18

 www.ojk.go.id.  

http://www.ojk.go.id/
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saling bergantung antar subsektor keuangan, 

baik dari segi produk maupun layanan. 

b. Dengan adanya lembaga jasa keuangan yang 

mempunyai hubungan kepemilikan di seluruh 

subsektor keuangan (konglomerasi) menambah 

kompleksitas transaksi dan interaksi antar 

lembaga jasa keuangan di dalam sistem 

keuangan. 

c. Banyaknya permasalahan lintas sektor di 

industri jasa keuangan, antara lain  tindakan 

moral hazard,perlindungan konsumen jasa 

keuangan yang kurang optimal, dan gangguan 

stabilitas sistem keuangan.
19

 

Pembentukan OJK diharapkan dapat membuat 

pengawasan terhadap industri jasa keuangan lebih 

efektif, lebih terintegrasi, dan lebih mudah 

dikoordinasikan, sehingga seluruh kegiatan di 

industry jasa keuangan terselenggara, adil, transparan 

dan akuntabel, sehingga dapat mencapai pertumbuhan 

yang berkelanjutan dan stabil. Sistem keuangan dapat 

melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 

 

                                           
19

 Kasmir, „’Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya‟‟, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2014),  h. 325. 
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C. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa 

Keuangan 

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah 

menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengaturan 

yang menyeluruh terhadap kegiatan sektor jasa 

keuangan. Tugas pokok OJK adalah mengatur dan 

mengawasi: 

a. Bank; 

b. Pasar Modal; 

c. Jaminan; 

d. Dana Pensiun; 

e. Lembaga Pembiayaan; 

f. Pegadaian;  

g. Lemabaga Penjaminan; 

h. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 

i. Perusahaan Pembiayaan Sekunder; 

j. Penyelenggara program jaminan sosial, Pensiun 

dan Perlindungan Sosial
20

 

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan 

meliputi: 

                                           
20

 Dilla Cattleyana SAB,MM dan M. Nur Holis,SE,MM, „‟Modul Bank 

dan Lembaga Keuangan Lain’’, (2020), h. 62 
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1) Persetujuan fasilitas perbankan,  pembukaan 

kantor pusat, peraturan, rencana kerja, 

kepemilikan, manajemen personalia, merger 

bank, konsolidasi dan akuisisi dan perizinan 

operasi perbankan. 

2) Kegiatan usaha bank, meliputi kegiatan 

pembiayaan, penyediaan dana, produk hibrida, 

dan jasa. 

3) Pedoman dan pengawasan kehati-hatian bank 

meliputi: likuiditas, manfaat, kelayakan, 

kualitas sumber daya, rasio kecukupan modal 

terendah, lembaga pembatasan kredit, rasio 

pinjaman/simpanan, dan aset bank; laporan 

bank berdasarkan kekuatan operasional bank; 

sistem informasi debitur; tes kredit; dan 

standar akuntasi perbankan.  

4) Mengatur dan memantau aspek keamanan 

bank, meliputi: manajemen risiko; manajemen 

bank; prinsip mengenal pelanggan aanda dan 

memerangi pencucuian uang; pencegahan 

pendanaan teroris dan kejahatan perbankan; 

dan cek bank. 

b. Ketentuan terkait Lembaga Jasa Keuangan ( Bank 

dan Non-Bank) meliputi: 

1) Penetaptan pedoman dan opsi OJK; 
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2) Menetapkan peraturan pengawasan di sektor 

jasa keuangan; 

3) Menyusun kebijakan terkait pelaksanaan OJK; 

4) Menetapkan ketentuan mengenai tata cara 

penetapan perintah tertulisdi fasilitas Jasa 

Keuangan; 

5) Menetapkan aturan-aturan yang berkaitan 

dengan prosedur penetapan pengelola statuter 

pada Lembaga Jasa Keuangan; 

6) Menetapkan struktur organisasi dan 

infastruktur, dan mengelola, memelihara, serta 

menata usahakan kekayaan dan kewajiaban; 

dan 

7) Menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan 

tata cara penetapan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di 

sektor jasa keuangan. 

c. Terkait pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 

(Bank-Non-Bank) meliputi: 

1) Menetapkan kebijakan operasional untuk 

memantau kegiatan jasa keuangan; 

2) Mengawasi pelaksanaan tugas dibawah 

pengawasan oleh Kepala Eksekutif; 

3) Melakukan, memeriksa, memantau, 

menyelidiki, melindungi masyarakat, dan 
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tindakan lain terhadap Lembaga, pelaku, 

dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan 

yang dituangkan dalam pedoman hukum di 

sektor jasa keuangan. 

4) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga 

jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu, 

5) Menunjuk regulator hukum 

6) Menetapkan penggunaan otoritas pengatur 

keputusan 

7) Menetapkan sanksi administratif  bagi 

pelanggar peraturan perundang-undangan di 

sektor jasa keuangan. 

8) Pemberian dan/atau pencabutan; izin usaha, 

izin pribadi, pernyataan pendaftaran yang sah, 

sertifikat terdaftar, izin operasional komersial, 

keputusan persetujuan, persetujuan atau 

pembubaran dan peraturan lainnya.
21

 

D. Struktur Organisaso Otoritas Jasa Keuangan 

a. Dewan Komisioner OJK 

1) Ketua merangkap sebagai anggota; 

2) Wakil Presiden adalah Ketua Komite Etik dan 

merangkap sebagai anggota; 
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3) Direktur Eksekutif Pengendalian Bank 

merangkap anggota; 

4) Chief Executive Officer Pengendali Pasar 

Modal merangkap anggota; 

5) Kepala Eksekutif Pengawas Peransuransi, 

Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan 

Lembaga jasa Keuangan Lainnya merangkap 

anggota; 

6) Ketua Komite Audit merangkap sebagai 

anggota; 

7) Penanggung Jawab Pendidikan dan 

Perlindungan Konsumen; 

8) Anggota Ex-offico Bank Indonesia adalah 

anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan 

9) Anggota Ex-offico dari Kementerian 

Keuangan yang merupakan pejabat setingkat 

eselon I Kementerin Keuangan. 

b. Pelaksanaan kegiatan operasional 

1) Ketua Dewan Komisioner memimpim bidang 

Manajemen Strategis I; 

2) Wakil Ketua Dewa Komisioner mempin 

bidang Manajemen Strategis II; 

3) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan 

memimpin bidang Pengawasan Sektor 

Perbankan; 
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4) Kepala Eksekutif Pasar Modal memimpin 

bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal; 

5) Kepala Eksekuti Pengawas Peransuransian, 

Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan 

Lembaga jasa Keuangan Lainnya memimpin 

bidang Pengawasan Sektor IKNB; 

6) Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit 

Internal dan Manajemen Risiko, dan 

7) Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi 

dan Perlindungan Konsumen memimpin 

bidang Edukasi dan Perlindungan 

Konsumen.
22

 

E. Tugas OJK di Bidang Perlindungan Konsumen 

dan Masyarakat 

Dalam hal perlindungan konsumen dan 

masyarakat, OJK diberikan kewenangan untuk 

melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen 

dan masyarakat. Bentuk perlindungan adalah meminta 

Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan 

kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi 

merugikan masyarakat. Kemudian OJK akan 

melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan 

konsumen berupa pengajuan gugatan di pengadilan 
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terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian 

bagi konsumen di sektor jasa keuangan. 

OJK juga memberikan peringatan kepada 

perusahaan yang dianggap menyimpang agar segera 

memperbaikinya. Kemudian memberikan informasi 

kepada masyarakat tentang aktivitas perusahaan yang 

dapat merugikan masyarakat. 

Sehingga kehadiran OJK benar-benar dapat 

memberikan perlindungan menyeluruh kepada 

masyarakat, sehingga setiap orang merasa aman. 

Kehadiran OJK, dapat meminimalisir kerugian yang 

diderita masyarakat dari tindakan korupsi lembaga 

jasa keuangan. Hanya saja masyarakat dinimbau untuk 

lebih hati-hati dalam berbisnis, dengan 

memperhatikan tanda-tanda yang terlihat, sebelum 

melakukan bisnis di industri jasa keuangan.
23

 

Upaya perlindungan konsumen dan 

masyarakat bertujuan untuk mencapai dua tujuan, di 

satu sisi meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap seluruh kegiatan dan usaha sektor jasa 

keuangan, dan di sisi lain mewujudkan peluang dan 

pengembangan usaha secara adil, efisien dan 

transparan. Di sisi lain, audien juga dapat memahami 
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dengan jelas tentang fitur, layanan, dan produk 

sehingga tidk ada lagi masalah investasi.
24

 

Objek  perlindungan konsumen diatur dalam 

Pasal 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Hak 

Konsumen No.8 Tahun 1999: 

a. Meningkatkan kesadaran, kapasitas dan 

kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 

b. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen 

dengan mencegah mereka melakukan pendekatan 

negatif dalam penggunaan barang/jasa 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam 

memilih, mendefinisikan, dan menuntut haknya 

sebagai konsumen 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang 

mencakup unsur kepastian hukum dan 

keterbukaan serta akses informasi 

e. Menyadarkan pelaku ekonomi akan pentingnya 

perlindungan konsumen dalam membangun sikap 

yang jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis 

f. Peningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin 

kelangsungan produksi barang/jasa, kesehatan, 
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kenyamanan, keselamatan dan keamanan 

konsumen.
25

 

Pasal 20(1) dan (2) Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 1/POJK.07/2003 tentang Perlindungan 

Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa 

setiap perusahaan yang mempromosikan produk atau 

jasa dan menjual produk atau jasa keuangan atau 

peserta jas Keuangan wajib terdaftar dan diawasi oleh 

OJK. Sebagai upaya Otoritas Jasa Keuangan untuk 

menciptakan dan melaksanakan sistem pengawasan 

dan pengawasan yang menyeluruh terhadap seluruh 

kegiatan sektor jasa keuangan.
26

 

F. Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan 

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 

tanggungjawab pengaturan dan pengawasan OJK 

berlaku untuk: 

a. Kegiatan jasa keuangan di bidang industri 

Perbankan 

b. Kegiatan jasa keuangan di bidang Pasar Modal 
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c. Kegiatan jasa keuangan bidang ansuransi, dana 

pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga Jasa 

Keuangan Lainnya.
27

 

Dalam hal pengawasan OJK terhadap industri 

keuangan, bank dan nonbank berada dalam satu atap 

atau sistem pemantauan terintegrasi sehingga sistem 

pengawas dapat dengan bertukar  informasi. Hal ini 

dapat menghindari disagregasi informasi anatar  bank 

dan regulator non-bank yang sebelumnya ada di 

Indonesia.  

Krisis ekonomi  yang dialami Indonesia pada 

tahun1997 hingga 1998 memaksa pemerintah untuk 

membenahiindustri perbankan guna menstabilkan  

sistem keuangan dan mencegah agar krisis tidak 

terulang kembali. Terkait dengan hal tersebut, 

gagasan ini melahirkan perlunya model pengawasan 

untuk mengawasi berbagai kegiatan keuangan. Setiap 

model pengawasan harus memiliki kekuatan untuk 

merespon keadaan darurat, menunjukkn efisiensi dan 

efektivitas yang tinggi dalam alokasi biaya dan 

kewajiban serta fungsi, serta memiliki kesadaran yang 

baik di masyarakat.  
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G. Peran OJK dalam Mengawasi Investasi 

Mencerminkan upaya Otoritas Jasa Keuangan 

untuk menciptakan dan melaksanakan sistem 

pengaturan dan pengawasan menyeluruh terhadap 

seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, dengan 

memperhatikan Peraturan No.1/ POJK.07/2013 

Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 20(1) dan (2) Departemen Jasa 

Keuangan menetapkan bahwa setiap organisasi atau 

penyedia jasa keuangan yang mempromosikan produk 

atau jasa dan menjual produk dan jasa keuangan harus 

terdaftar dan diawasi oleh OJK.
28

 

Dalam hal ini, OJK membentuk kerja untuk 

menangani dugaan kegiatan ilegal di bidang 

penggalangan dan dan pengelolaan investasi yang 

dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Pengawasan 

Otoritas Jasa Keuangan dengan No./KDK.04/2013 

tanggal 26 juni 2013. Satgas tersebut dibentuk atas 

kerjasama instansi terkait khusunya instansi regulator 

dan kepolisian.
29

 

Terdapat dua strategi OJK terhadap upaya 

memberantas investasi ilegal pada masyarakat: 
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1) Peran Preventif 

Mengingat Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, 

Pasal 4 menyatakan bahwa tugas OJK adalah 

untuk menjamin melindungi konsumen dan 

masyarakat. Jadi konsumen disini adalah 

Lembaga Jasa Keuangan, sedangkan masyarakat 

yaitu masyarakat yang lebih luas yang bukan 

termasuk konsumen lembaga jasa keuangan.
30

 

Pada kasus investasi ilegal yang harus 

dilindungi oleh OJK adalah masyarakat luas, 

karena pada intinya investasi ilegal dilakukan oleh 

lembaga yang tidak pernah terdaftar dan diawasi 

oleh OJK. Dalam hal OJK melakukan peran 

preventif, yang dikhususkan untuk masyarakat 

luas yang tidak termasuk konsumen karena 

bersifat mencegah.  

OJK berwewenang dalam hal pencegahan 

(preventif), yaitu dengan melakukan :  

a) Sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat 

mengenai karakteristik kegiatan 

penghimpunan dana dan pengelolaan 

investasi melaui seminar yang dilakukan 

masing-masing instansi, untuk 

                                           
30
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menginformasikan dan menghimbau 

masyarakat agar tetap waspada terhadap 

tawaran penanaman dan dana upaya 

pengelolaan investasi yang dilakukan oleh 

pihak-pihak tertentu secara ilegal dengan 

penawaran Return yang tinggi diluar 

jangkauan. 

b) Dalam surat edaran  Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor.1/POJK.07/2013 tanggal 6 

agustus 2013 tentang perlindungan 

konsemuen, OJK menerbitkan izin komersial 

kepada perusahaan keuangan yang akan 

melakukan kegiatan investasi, dengan 

menetapkan dalam hal ini PUJK penawaran 

harus menggunakan data yang disetujui oleh 

publik, yang ingin dihubungi melalui SMS, 

Telepon, atau email, dll. 

c) Meningkatan literasi keuangan di masyarakat, 

tujuannya untuk membantu meningkatkan 

pemahaman masyarakat dengan membaca 

berbagai informasi yang bermanfaat. Melalui 

surat kabar atau media online sarana 

masyarakat untuk memiliki gambaran tentang 

keuangan. 
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2) Peran Represif 

Wewenang OJK dalam menindaklanjuti 

kasus yang sudah terlanjur terjadi (Represif), OJK 

melakukan beberapa tindakan: 

a) Menyediakan sarana penyelesaian pengaduan 

konsumen sebagaimana diatur dalamm pasal 

29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan. Memastikan 

pengelolaan pengaduan masyarakat dan 

konsumen dengan merencanakan mekanisme 

yang tepat untuk menangani pengaduan 

konsumen yang dirugikan oleh pelaku 

lembaga jasa keuangan, menciptakan 

mengembangkan sistem pengaduan dari 

konsumen yang dirugikan oleh lembaga jasa 

keuangan. 

b) Tindakan penghentikan kegiatan atau 

tindakan lain. Berdasarkan penjelasan UU 

No.21 Tahun 2011 pasal 6 tentang 

pengaturan dan pengawasan lembaga 

keuangan, OJK berhak memberi tindakan 

penghentian kegiatan atau pencabutan izin 

usaha dengan tetap berjalan sesuai dengan 

pengadilan, jika dinilai perusahaan jasa 



38 

 

 

keuangan sudah merugikan konsumen dan 

masyarakat. 

c) Alternatif untuk litigasi atau pembelaan 

hukum. OJK mengarahkan atau mengambil 

tindakan tertentu terhadap perusahaan yang 

bergerak disektor  jasa keuangan untuk 

menyelesaikan tunttan konsumen yang 

dirugikan dengan pengajuan gugatan atau 

ganti rugi.
31

 Mengajukan gugutan di 

pengadilan atas harta benda milik pihak yang 

dirugikan dalam suatu usaha yang 

menimbulkan kerugian atau itikad baik, 

dengan biaya yang mahal untuk proses 

penyelesaian sengketa menggunakan 

yurisdikasi. 

H. Investasi 

1. Pengertian dan Tujuan Investasi 

Kata investasi merupakan kata yang 

digunakan dalam bahasa inggris, yaitu investment. 

Kata investasi sebagai kata dasar dari investment 

memiliki arti menanam pohon.
32

  Menurut Antonio 

berinvestasi atau istathmara berarti menghasilan, 
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berkembang biak dan bertambah jumlahnya.
33

 

Menurut Dhaniswara K.Harjon, penanaman modal 

dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh orang perseorangan (natural person) 

atau oleh suatu badan hukum (ilegal person), dengan 

tujuan untuk menambah dan/atau mempertahankan 

nilai modal sendiri, dalam bentuk uang tunai, 

peralatan, real estat, kekayaan intelektual atau 

keahlian.
34

 

Jadi, investasi adalah  komitmen terhadap 

sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan 

pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

pengembalian dimasa yang akan datang. Dalam 

konteks ekonomi, ada beberapa alasan mengapa 

seseorang , antara lain:  

1) Untuk memiliki kehidupan yang baik di masa 

depan. Kebutuhan hidup yang lebih layak lebih 

dari keinginan setiap manusia, sehingga perlu 

untuk selalu berusaha untuk mencapainya di 

masa depan. 

2) Mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi tidak 

pernah terhindarkan dalam kehidupan ekonomi, 

                                           
33
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yang dapat dilakukan adalah mengurangi risiko 

inflasi, hal ini karena variabel inflasi dapat 

menyesuaikan dengan semua pendapatan yang 

ada. Berinvestasi dalam bisnis tertentu dapat 

dilihat sebagai langkah mitigasi yang 

efektif.meminimalkan risiko akibat adanya 

inflasi, hal demikian karena variabel inflasi 

dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. 

Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat di 

kategorikan sebagai langkah mitigasi yang 

efektif. 

3) Dalam untuk menghemat pajak. Beberapa 

Negara di dunia menerapkan banyak kebijakan 

untuk  mendorong pertumbuhnya investasi di 

masyarakat dengan mengurangi pajak bagi 

orang yang berinvestasi pada bisnis tertentu.
35

 

Perlu diingat bahwa OJK hanya mengawasi 

investasi oleh sektor Lembaga Jasa Keuangan 

(LJK), khusunya dalam bentuk sektor 

perbankan, pasar modal, dan Sektor Keuangan 

Non Bank (IKNB), sehingga ada kegiatan 

pelayanan di luar ketiga bidang ini, yang belum 

tentu memungkinkan, dapat dikatakan investasi 

palsu, karena masing-masing kegiatan jasa 
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keuangan ini memiliki lembaga pengawasan 

oleh otoritas yang berwenang. Sebagian besar 

perusahaan atau pihak yang melakukan 

penawaran investasi ilegal/palsu bukan dari 

Lembaga Jasa Keuangan (LJK), sehingga 

perusahaan atau pihak tersebut tidak terdaftar 

dan diawasi oleh OJK. Oleh karena itu, OJK 

tidak menjamin ligitimasi perusahaan.
36

 

2. Tujuan Investasi 

Dalam konteks ekonomi, ada beberapa alasan  

mengapa seseorang berinvestasi, antara lain: 

a. Untuk memiliki kehidupan yang baik di masa 

depan. Kebutuhan akan kehidupan yang layak 

merupakan dambaan setiap manusia, sehingga 

perlu untuk selalu berusaha mencapainya 

dimasa yang akan datang 

b. Mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi 

tidap pernah terhindarkan dalam kehidupan 

ekonomi, yang dapat dilakukan adalah 

mengurangi risiko inflasi, hal ini karena 

variabel inflasi dapat menyesuaikan dengan 

semua pendapatan yang ada. Berinvestasi 
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dalam bisnis tertentu dapat dilihat sebagai 

langkah mitigasi yang efektif. 

c. Dalam upaya untuk menghemat pajak. 

Beberapa Negara di dunia menetapkan banyak 

kebijakan untuk mendorong pertumbuhan 

investasi di masyarakat dengan mengurangi 

pajak bagi orang yang berinvestasi pada bisnis 

tertentu.
37

 

3. Jenis-Jenis Investasi 

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi 

dua, yaitu investasi pada financial asset dan 

investasi pada real asset.  

a. Investasi langsung langsung ( aset riil) adalah 

investasi properti atau ouput untuk 

diperdagangkan. Misalnya, emas, berlian, 

perak, perkebunan, rumah, tanha, toko, dan 

tempat lain di mana investasi ini dapat, 

mengukur dampaknya terhadap masyarakat 

secara keseluruhan. Berinvestasi dalam bentuk 

ini juga memiliki dampak ganda yang penting 

bagi masyarakat luas. Investasi ini 

menimbulkan dampak hulu sebagai input 
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komersial atau hilir sebagai output suatu 

perusahaan sebagai input bagi perusahaan lain. 

b. Investasi tidak langsung (aset keuangan) 

adalah investasi bukan pada asset atau faktor 

produksi, tetapi pada asset keuangan (financial 

assets), seperti deposito, surat berharga seperti 

saham dan obligasi, Obligasi komersial, reksa 

dana, dll. Berinvestasi dalam aset keuangan 

untuk keuntungan masa depan, dikenal 

sebagai imbalan investasi dalam bentuk 

dividen atau keuntungan modal.
38

 

4. Jenis Risko Investasi 

Ada beberapa jenis risiko yang timbul dalam 

investasi di sektor jasa keuangan, di antara yaitu 

sebagai berikut: 

a. Risiko suku bunga. Risiko timbul dari 

perubahan tingkat suku bunga. Perubahan 

tingkat suku bunga ini memiliki efek negatif 

pada harga saham. 

b. Risiko pasar. Risiko berasal dari variasi 

pengembalian karena volatilitas pasar secara 

keseluruhan sehingga mempengaruhi semua 

sekuritas. 
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c. Inflation Risk. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi semua sekuritas adalah risiko 

daya beli. Jika suku bunga naik, inflasi juga 

akan naik, karena pembuat kebijakan 

membutuhkan lebih banyak premi inflasi 

untuk mengkompensasi kerugian daya beli. 

d. Risiko Perdagangan. Risiko yang terkait 

dengan melakukan bisnis di industri tertentu. 

e. Risiko Keuangan. Risiko akibat penggunaan 

leverage leverage keuangan perusahaan. 

f. Liquidity Risk. Risiko yang berhubungan 

dengan pasar sekunder tertentu di mana 

sekuritas diperdagangkan. Suatu investasi jika 

dapat dibeli dan dijual dengan cepat tanpa 

perubahan harga yang signifikan, maka 

investasi tersebut dikatakan likuid, demikian 

sebaliknya. 

g. Exchange Rate Risk. Risiko yang berasal dari 

variabilitas return sekuritas karena fluktuasi 

kurs currency. 

h. Country Risk. Risiko ini menyangkut politik 

suatu negara sehingga menbarah pada polotcal 

risk.
39
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5. Investasi Ilegal/ Investasi Bodong 

Sebuah praktek investasi ilegal yang dikenal 

dengan penipuan investasi, masyarakat dijanjikan 

keuntungan/bunga tetap setiap bulan meskipun 

bisnis mengalami kerugian. Seperti yang bisa kita 

lihat, bentuk investasi ini jelas tidak rasional, 

dananya sangat spekulatif, dan berusaha 

menghindari peraturan perbankan dengan 

mengumpulkan uang dari masyarakat dalam 

bentuk tabungan. 

Menurut arsil, investasi ilegal menggunakan 

sistem perjudian atau skema Ponzi, khusus untuk 

memutar dana masyarakat dengan cara membayar 

bonus kepada konsumen lama dengan dana yang 

berasal dari konsumen baru. Tidak memiliki usaha 

fisik kecil untuk mendukung pembayaran manfaat 

kepada masyarakat, akibatnya diharapkanm buang-

buang uang dalam jangka pendek karena uang 

sudah diserahkan ke pihak lain yang sudah 

bergabung. Selain itu, kegiatan investasi ilegal 

menggunakan angkutan umum untuk dengan 

mudah menarik orang untuk berlatih. Koleksi dan 
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komunitas diberi insentif untuk pengembalian atau 

dengan minat di luar batas yang wajar.
40

 

Investasi ilegal dapat dilihat dari bentuk 

umum dan ciri-cirinya sebagai berikut: 

a. Bentuk-bentuk umum dari kegiatan investasi 

ilegal 

1) Produk pendapatan tetap, di mana 

pengembalian dijanjikan secara tetap dan 

tidak akan terpengaruh oleh risiko fliktuasi 

harga di pasar; 

2) Simpanan sejenis dengan produk perbankan 

(tabungan atau deposito) yang dalam hal 

tertentu berbentuk Akta Serah Terima (D/O) 

atau Surat Berharga yang diterbitkan oleh 

penerbit; 

3) Penanaman modal, dimana dana yang 

diperoleh dari masyarakat dijanjikan untuk 

dimasukkan ke dalam lebih dari satu 

instrumen keuangan atau pada sektor riil; 

4) Program investasi online melalui internet  

yang menjanjikan pengembalian investasi 

yang stabil.
41
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b. Ciri-ciri Investasi Bodong sebagai berikut: 

1) Keuntungan jangka pendek yang tidak 

masuk akal 

2) Berfokus terutama pada perekrutan 

3) Tidak ada penjelasan tentang bagaimana 

menangani investasi 

4) Tidak ada penjelasan tetang bagaimana 

afiliasi menghormati prinsip-prinsip ekuitas 

dan keputusan investasi keuangan 

5) Manajeman, kepemilikan perusahaan 

struktur, struktur komersial dan kantor pusat 

tidak jelas 

6) Kegiatan yang dilakukan seperti perjudian 

dan skema ponzi. Penyebab tidak 

kembalinya dana masyarakat yang 

diinvestasikan 

7) Jika ada komoditas, kualitas barang tidak 

berkorelasi dengan harga. 

8) Bonus hanya dibayar selama perekrutan.
42

 

Biasanya perusahan scam berbentuk 

badan hukum komersial seperti perseroan 

terbatas (PT) atau koperasi simpan pinjam 

dan hanya memiliki akta 
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pendirian/perusahaan usaha, kode pajak 

(NPWP), surat keterangan domisili. Iuran 

setempat, dengan legitimasi usaha berupa 

Surat izin Usaha (SIUP) dan tanda daftar 

perusahaan TDP. 

Berdasarkan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 

tentang Penerbitan Izin Usaha Pertambangan 

Komersial, perusahaan dilarang menggunakan 

SIUP untuk melakukan kegiatan „‟penggalan 

dana masyarakat” yang dimaksudkan untuk 

menjanjikan keuntungan yang  tidak wajar 

(berjudi).
43
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BAB III 

 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Umum OJK 

1. Sejarah Pembentukan OJK 

Keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi 

baik pengawasan Bank Indonesia juga muncul sebagai 

respons dari krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997-

1998 yang sangat berdampak berat terhadap 

Indonesia, khususnya sector perbankan. Pembentukan 

Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan efektivitas 

kinerja Bank Indonesia (BI) dalam melakukan 

tanggung jawab terutama dalam pengatur dan 

pengawas bank dianggap gagal.
44

 

Akibat dari kegagalan tersebut, pemerintah 

Indonesia dalam memberikan perhatiaannya dengan 

membentuk sistem pengawasan baru dengan lebih 

independen yang bertujuan untuk melindungi 

konsumen dan meningkatkan efisiensi lembaga 

keuangan. Lembaga pengawasan baru yang independe 

tersebut yaitu Otoritas Jasa Keuangan adanya Otoritas 

Jasa Keungan (OJK) secara otomatis memisahkan 

                                           
44
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fungi dari pengawasan makroprudensial dengan 

mikroprudensial.
45

 

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi 

pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yaitu yang 

pertama, perkembangan industri pada sektor lembaga 

keuangan di Indonesia, kedua, permasalahan jalan 

sector lembaga keuangan dan yang ketiga, amanat dari 

pasal 34 Undang-Undang NO.3 Tahun 2004 tentang 

Bank Indonesia ialah: 

„‟(1) lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang 

independen dan dibentuk oleh Undang-undang yang 

melakukan tugasnya yaitu mengawasi Bank,(2) 

pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3)akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 

Desember 2010.‟‟
46

 

Dengan demikian, pembentukan OJK mulai 

pada tahun 2011, yang berdefinisi bahwa Otoritas Jasa 

Keuangan merupakan lembaga independen dalam 

melakukan tugas dan wewenangnya, bebas dari 

campur tangan pihak lain, kecuali dengan hal-hal yang 

secara tegas dan diatur dalam undang-undang.
47
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OJK tidak langsung mulai beroperasi, tetapi 

baru mulai beroperasi pada tahun 2013 setelah 

terbentuknya Undang-Undang tersebut. Pada tanggal 

31 Desember 2012 secara resmi tugas industri 

keuangan dan Bapepam-LK pindah pada OJK 

sedangkan di tanggal 31 Desember 2013 pengawasan 

di sector perbankan pindah ke OJK begitu juga pada 

tahun2015 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) beralih 

ke OJK.
48

 

Peresmian 15 Kantor OJK terhitung pada 

tanggal 6 Januari 2014 yang dilakukan dengan 

serentak termasuk Kantor Otoritas Jasa Keuangan 

Provinsi Bengkulu dan telah sah menjalankan 

tugasnya. Peresmian dilakukan serentak pada 35 

kantor OJK yang terdiri dari 29 kantor Otoritas Jasa 

Keuangan pada setiap daerah dan 6 kantor Regional 

OJK yang ada di seluruh wilayah Indonesia. 

Peresmian ini dilaksanakan pada 15 kantor OJK 

dengan didatangi anggota Dewan Komisioner OJK 

dan pimpinan OJK pusat. 

Kemudian Provinsi Bengkulu termasuk ke 

dalam Regional 5 Sumatera yang berkantor pusat di 

Medan, meliputi Sumatra Barat; Nanggroe Aceh 

Darusslam; Sumatra Selatan; Riau; Jambi; dan 
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Kepulauan Riau, dengan berlokasikan kantor OJK di 

Banda Aceh, Padang; Batam; Pekan Baru; Jambi dan 

Palembang.
49

 

2. Visi Misi OJK 

a. Visi OJK 

Adapun Visi dari OJK yaitu menjadikan 

lembaga pengawasan jasa sector keuangan yang 

terpercaya, melindungi konsumen dan masyarakat 

dari kepentingan apapun, dan mampu mewujudkan 

pilar perekonimian nasional dalam industri jasa 

keuangan serta mampu memajukan kesejahteraan 

umum.
50

 

b. Misi OJK 

Adapun Misi dari OJK yaitu: 

1. Mewujudkan terselenggaranya keseluruhan 

kegiatan dalam sector jasa keuangan secara 

adil, teratur, transparan, serta akuntabel 

2. Mewujudkan sistem lembaga keuangan yang 

tumbuh berkelanjutan dan stabil 

3. Melindungi kepentingan konsumen dan 

masyarakat.
51
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3. Asas dan Nilai Strategi OJK 

a. Asas OJK 

1) Asas Independensi adalah independensi dalam 

pengambilan keputusan dan melaksanakan 

fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan 

tetap mengutamakan pertauran perundang-

undangan yang berlaku. 

2) Asas Kepastian adalah mengutamakan 

landasan peraturan perundang-undangan dan 

keadilan dalam setiap kebijakan terhadap 

penyelengaraan Otoritas Jasa Keuangan 

dimana termasuk asas dalam negara hukum. 

3) Kepentingan Umum, adalah asas yang 

membela dan melindungi kepentingan 

konsumen dan masyarakat serta memajukan 

kesejahteraan umum; 

4) Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri 

terhadap hak masyarakat dalam memperoleh 

informasi yang tepat, jujur, serta ridak 

deskriminatif tentang penyelenggaraan 

Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi 

pribadi dan golongan, serta rahasia negara, 

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan; 
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5) Profesionalitas, adalah asas yang 

mengutamakan keahlian dalam pelaksaan 

tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan 

dengan tetap berlandasakan pada kode etik 

serta ketentuan peraturan perundang-undang. 

6) Integritas, adalah asas yang berpegang teguh 

terhadap nilai-nilai moral dalam setiap 

tindakan dan keputusan yang diambil dalam 

penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; 

7) Asas Akuntabilitas, adalah asas yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil 

akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan 

Otoritas Jasa Keuangan harus dapat 

mempertanggungjawabkan terhadap publik.
52

 

b. Nilai – Nilai Strategi OJK 

1. Integrasi adalah bertindak secara objektif, adil, 

dan konsisten sesuai dengan kode etik dan 

kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi 

kejujuran dan komitmen. 

2. Profesionalisme merupakan bekerja dengan 

bertanggungjawab penuh berdasarkan 

kompetensi yang tinggi untuk mencapai 

kinerja yang baik. 
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3. Sinergi yaitu berkolaborasi dengan seluruh 

pemangku kepentingan baik internal ataupun 

eksternal secara produktif dan berkualitas. 

4. Inklusif adalah terbuka serta menerima 

keberanggaman pemangku kepentingan serta 

memperluas kesempatan dalam akses 

masyarakat terhadap industri keuangan. 

5. Visioner yaitu, memiliki pengetahuan yang 

luas serta mampu melihat kedepan (Forward 

Looking) yang dapat berpikir diluar kebiasaan 

(Out ot The Box Thinking)
53

 

4. Tugas OJK 

1. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan 

Dalam melaksankan tugas pengawasanya 

terhadap bank, OJK saat ini menjalankan sistem 

pengawasan dengan menggunakan 2 pendekatan 

yaitu: 

a. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan 

(Compliance Based Supervision/CBS), yaitu 

pemantauan kepatuhan bank terhadap 

ketentuan-ketentuan yang terkait dengan 

operasi dan pengelolaan bank di masa lalu 

bertujuan untuk memastikan bahwa bank telah 

beroperasi dan dikelola dengan baik serta 
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benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. 

Pengawasan terhadap pemenuhan aspek 

kepatuhan merupakan bagianyang tidak 

terpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan 

Bank berdasarkan Risiko. 

b. Risk Based Supervision/RBS (Pengawasan 

Berdasarkan Risiko), pengawasan bank yang 

menggunakan strategi serta metodelogi 

berdasarkan risiko yang memungkinkan 

pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang 

lebih signifikan secara langsung serta 

mengambil tindakan pengawasan yang sesuai 

dan tepat waktu.
54

 

2. Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal 

Dalam bidang pengawasan sector pasar modal 

mempunyai tugas penyelenggaraan sistem 

pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal 

yang terintegrasi pada seluruh kegiatan disector 

jasa keuangan. Dalam menjalankan fungsi bidang 

Pengawasan Sector Pasar Modal memiliki tugas 

pokok sebagai berikut: 

a. Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang 

pasar modal. 
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b. Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis 

Pasar Modal; 

c. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang 

pasar modal; 

d. Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria 

dan prosedur di pasar modal 

e. Melaksanakan analisis, pengembangan serta 

pengawasn pasar modal termasuk pasar modal 

syariah; 

f. Melaksanakan penegakan hukum di bidang 

pasar modal; 

g. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh 

pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa 

Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; 

h. Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan 

Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan 

tata kelola Emiten serta perusahaan publik; 

i. Melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, 

persetujuan, pendaftaran dari Otoritas Jasa 

Keuangan serta pihak yang berjalan di bidang 

pasar modal; 

j. Memberikan perintah tertulis, menunjuk atau 

menetapkan penggunaan pengelola statuter 
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kepada pihak atau lembaga jasa keuangan yang 

melakukan kegiatan pada bidang npasar modal 

demi mencegah serta mengurangi kerugian 

konsumen, masyarakat dan sector jasa 

keuangan; 

k. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh 

Dewan Komisioner.
55

 

3. Kegiatan jasa IKNB (Industri Keuangan Non- 

Bank) 

Pada bidang pengawasan sektor IKNB 

memiliki fungsi penyelenggaraan sistem 

pengaturan dan pengawasan sektor IKNB yang 

terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sector 

jasa keuangan. Dalam menjalankan fungsi bidang 

pengawasan sektor IKNB memiliki fungsi pokok 

yaitu: 

a. Menyusun peraturan dibidang IKNB. 

b. Melaksankan protokol manajemen krisis 

IKNB. 

c. Melakukan pembinanaan dan pengawasan 

terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, 

persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak 

lainnya yang bergerak di IKNB. 
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d. Menyediakan rumusan kebijakan dibidang 

IKNB. 

e. Melaksankan perumusan standar,norma, 

pedoman kriteria, dan prosedur di bidang 

IKNB. 

f. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di 

bidang IKNB 

g. Menjalankan tugas lainnya yang diberikan 

oleh Dewan Komisioner.
56

 

 

B. Tinjauan Umum Investasi Ilegal 

Kegiatan investasi atau mengimpun dana dari 

masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

lembaga jasa keuangan seperti bank, pasar modal dan 

lembaga jasa keuangan non bank. Semua lembaga 

keuangan tersebut merupakan lembaga keuangan yang 

terdaftar dan diawasi oleh OJK. Hal ini dikarenakan 

lembaga keuangan dibawah pengaturan dan pengawasan 

OJK sebagai regulator tunggal pengawas industri jasa 

keuangan. Pada prinsipnya investasi merupakan 

pengalokasian dana untuk mendapatkan manfaat yang 

didapat melalui investasi sangatlah relatif, tergantung 
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pada besarnya suku bunga atau bagi hasil yang diberikan 

oleh sebuah industry keuangan.
57

 

Pada intinya suatu investasi dikatakan ilegal 

apabila sebuah perusahaan yang menawarkan produk 

investasi tidak mengantongi izin, seperti: 

1. Industry perbankan, harus mendapatkan izin usaha dari 

OJK 

2. Pasar Modal, harus mendapatkan izin usaha dari OJK 

3. Industry Keuangan Non Bank, harus mendapatkan izin 

usaha dari OJK 

4. Koperasi dan BMT, harus mendapatkan izin usaha dari 

dinas Koperasi 

5. Industry Perdagangan, harus mendapatkan izin usaha 

dari dinas perdagangan. 

Investasi ilegal yang beredar dimasyarakat pada 

umumnya menawarkan keuntungan yang besardan 

sifatnya tetap. Padahal jika dilihat dari risiko investasi 

terdapat beberapa risiko yang dapat menyebabkan naik 

turunnya keuntungan yang didapat. Jadi, sangat tidak 

wajar jika suatu investasi menjanjikvn keuntungan 

yang tetap setiap bulanny. OJK memberikan 

karakteristik perusahaan-perusahaan investasi yang 

tidak memiliki izin dari OJK yang perlu diwaspadai 

oleh masyarakat, yaitu: 
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a. Menjanjikan manfaat investasi (keuntungan) 

besar/tidak wajar (money game) 

b. Tidak ditawarkan melalui lembaga penyiaran (TV dan 

Radio), namun ditawarkan melalui internet/online, 

tidak jelas domisili usaha dan tidak dap berinteraksi 

secara langsung 

c. Bersifat berantai, „‟Member get member‟‟, namun 

tidak terdaftar dan tidak wajar jika dibanding dengan 

yang dijual dipasar 

d. Menggunakan tokoh, pejabat, dan etnis 

e. Menyampaikan kesan seolah-olah bebas risiko 

f. Kegiatan usaha yang dilakukan tdiak memiliki izin 

usaha
58

 

C. Investasi Ilegal di Provinsi Bengkulu 

Terdapat 895 perusahaan kegiatan investasi ilegal 

yang tidak memiliki izin usaha sejak tahun 2018-2020 

menurut data dari Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI), 

sedangkan untuk perusahaan investasi ilegal yang ditutup 

oleh kantor OJK Bengkulu belum ada dikarenakan dari 

kebanyakan kasus-kasus serupa yang pernah terjadi, kasus 

investasi tersebut bersifat nasional. Jadi yang melakuka 
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penutupan tersebut adalah Satgas Investasi yang berada di 

kantor pusat.
59

 

Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada 

masyarakat agar dapat melapor atau jika ingin 

berkonsultasi terkait investasi yang terindikasi 

bodong/ilegal dapat menghubungi OJK melalui layanan 

konsumen sebagai berikut: kontak 157, whatsaap 081-

157-157-157, email konsumen@ojk.go.id, minisite 

http://sikapiuangmu.ojk.go.id,https://kontak157.ojk.go.id
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan 

konsumen dari  Investasi ilegal di Provinsi Bengkulu 

Munculnya masalah investasi ilegal ini menjadi 

tanggung jawab besar yang dihadapi oleh OJK sebagai 

lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi 

seluruh sektor jasa keuangan guna melindungi 

kepentingan konsumen jasa keuangan.  

Banyaknya masyarakat yang diajak untuk 

bergabung dalam investasi yang didesain sedemikian rupa 

agar terlihat seperti investasi yang legal, dan banyaknya 

masyarakat yang menjadi korban. Hal ini sangat 

merugikan masyarakat dan dalam upaya yang dilakukan 

oleh penegak hukum sering terkendala, disebabkan karena 

belum memadainya peraturan perundang-undangan yang 

mengatur kegitan tersebut. Dampak dari hal tersebut 

adalah akan mengikis bisnis yang legal.Oleh karenanya 

OJK membentuk Satgas Waspada Investasi guna untuk 

melakukan perlindungan konsumen dan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. 

Didalam Satuan Tugas Waspada Investasi beranggotakan 

OJK, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan 

Republik Indonesia, Kementrian Perdagangan Republik 
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Indonesia (kemenag), Kementrin Koperasidan Usaha 

Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop dan 

UKM), Kementrian Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia (Kemenkominfo), dan Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan 

pencegahan dan penanganan atas dugaan tindakan 

melawan hukum baik melalui perumusan rekomendasi 

penanganan kasus kepada Kementrian dan/atau Lembaga 

terkait atau melakukan pemeriksaan bersama. 

Dalam perlindungan investasi ilegal, OJK 

melakukannya tidak sendirian namun bersama dengan tim 

yang dikenal dengan Satgas Waspada Investasi yang 

diketuai oleh OJK. Sebagaimana pernyataan dari staff 

Edukasi Perlindungan Konsumen OJK Provinsi 

Bengkulu: 

‘’ Fungsi pengawasan dan perlindungan Kantor OJK 

Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 2 (dua) yakni 

pengawasan Bank dan Non-Bank. Fungsi pengawasan dan 

perlindungan Bank saat ini telah menggunakan metode 

risk based supervision yang didalamnya termasuk 

memastikan kepatuhan (compliance) Bank terhadap 

penerapan ketentuan yang berlaku dan telah diterapkan 

pada semua Bank yang berkantor pusat di Bengkulu yang 

merupakan wewenang dari KOJK Bengkulu. Selain itu, 

untuk fungsi pengawasan Non-Bank masih menggunakan 
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pendekatan compliance (kepatuhan) dan telah 

diterapkan/dilakukan pada LJK non-Bank yang berkantor 

pusat di Bengkulu.”
61

 

Berikut kasus penipuan yang bermoduskan 

investasi di Provinsi Bengkulu sebagai berikut :  

1. Dua mahasiswi dikabupaten Rejang Lebong menjadi 

dalang tindak penipuan dengan modus investasi 

bodong. Warga Rejang Lebong yang ditipu oleh dua 

mahasiswi ini sebanyak 135 orang dengan total 

kerugian yang mencapai Rp800 juta dengan 

bermoduskan investasi bodong.
62

  

2.  Kasus investasi bodong juga terjadi di Desa Pagar 

Besi Kecamatan Merigi Saksi Kabupaten Bengkulu 

Tengah dengan jumlah kerugian mencapai Rp1,2 

Miliar.
63

  

Berikut Pernyataan salah satu korban penipuan 

arisan berkedok investasi, oleh ibu AS : 

“saya awalnya percaya karena mereka mengatakan bahwa 

bukan kami saja yang ikut Arisan ini Pejabat, Polisi, TNI, 
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Ratusan warga Rejang Lebong tertipu investasi bodong 

https://www.antaranews.com/berita/2309770/ratusan-warga-rejang-lebong-

tertipu-investasi-bodong, 5 Agustus 2021. 
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dan Kepala Desa juga. kami dijanjikan kelipatan uang 

yang cukup besar jika berinvestasi kepada  mereka 

misalnya dari Rp. 200 ribu bisa menjadi Rp. 900 ribu 

hingga kelipatan besar. Awalnya dibayar namun ketika 

konsumen melipat gandakan investasinya, dan menagih 

justru pihak mereka selalu berkelit dengan alasan.
64

 

Kemudian disambung kembali oleh Ibu AS : 

“setelah saya investasikan uang, dengan perjanjian bulan 

depan saya akan mendapatkan 1.2 juta uang yang masuk 

setiap bulannya, namun faktanya tidak ada. Akhirnya 

muncullah berita di sosial media bahwa Owner arisan 

tersebut melakukan penipuan. Bahwa investasi yang 

dijanjikan itu fiktif. Setelah itu saya ikut rekan nasabah 

lain untuk melapor ke polisi bahwa saya telah menjadi 

korban. 

Dari kasus tersebut, staff Edukasi Perlindungan 

Konsumen OJK Provinsi Bengkulu mengatakan : 

„‟ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), wewenang 

dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa 

Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri 

keuangan non bank (seperti : asuransi, dana pensiun, 

perusahaan pembiyaan, dll) dan BankUmum dan Bank 

Perkreditan Rakyat serta sanksi yang diberikan oleh OJK 

                                           
64 Wawancara dengan Ibu Wati, Korban Penipuan arisan berkedok 

Investasi, tanggal 24 November 2022. 
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terhadap investasi yang yang merupakan kewenangan 

pengawasan OJK antara lain berupa teguran, sanksi 

administratif dan/atau pembayaran dana nasabah; Untuk 

kasus investasi bodong, selanjutnya dilakukan 

penghentian dan penegakan hukum oleh Kepolisian dan 

Kejaksaan.‟‟
65

 

Membahas tentang ganti rugi atas kerugian 

masyarakat terhadap investasi bodong yang tidak 

memiliki izin dari otoritas manapun, OJK tidak menjamin 

penggantian kerugian tersebut karena tugas OJK hanya 

melindungi konsumen berupa memberikan fasilitas 

layanan pengaduan, edukasi literatur keuangan yaitu 

sebagaimana staff Edukasi Perlindungan Konsumen OJK 

Bengkulu menyampakan bahwa : 

„‟ Kasus investasi bodong banyak yang berakhir menjadi 

kasus penipuan dan prosesnya harus di ranah Kepolisian. 

Umumnya pengembaliannya cukup sulit, terutama apabila 

uangnya sudah digunakan oleh pelaku investasi ilegal atau 

sudah dibagi-bagikepada member-member lama.‟‟
66

 

Berdasarkan wawancara penulis kepada pihak OJK 

selaku ketua tim Satgas Waspada Investasi menjelaskan 

bahwa ada dua peran penting pada Satgas Waspada 
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Investasi dalam menjalankan tugasnya yaitu peran 

preventif dan represif: 

1. Peran Preventif OJK pada Masyarakat 

Adapun Peran Preventif yang dilakukan OJK 

ini merupakan suatu usaha OJK dalam rangka 

melindungi calon konsumen atau masyarakat yang di 

khawatirkan nantinya jumlah korban atas kasus 

penipuan akan menambah luas nantinya. Maka berikut 

Peran Preventif OJK pada investasi ilegal yaitu: 

a. Melakukan sosialisasi dan edukasi 

Adanya sosialisasi dan edukasi yaitu untuk 

meningkatkan literasi keuangan serta masyarakat 

bisa faham bagaimana karakteristik kegiatan 

penghimpunan dana dan pengelolaan investasi 

yang ilegal. Sosialisasi dan edukasi ini sudah 

dijalankan oleh OJK Provinsi Bengkulu dengan 

baik. Sebagaimana pernyataan staff Edukasi 

Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Bengkulu : 

„‟ Sejak Tahun 2014, seluruh lapisan masyarakat 

bisa menjadi sasaran edukasi dan sosialisasi mulai 

dari masyarakat umum sampai dengan pelajar. 

Edukasi dapat dilakukan melalui kegiatan secara 
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tatap muka, dan melalui sarana lainnya seperti 

media TV, Radio dan Koran.‟‟
67

 

b. Berbagi pengetahuan (Knowledge Sharing) 

Disamping kegiatan edukasi dan sosialisasi 

kepada masyarakat, knowledge sharing juga 

dilakukan kepada para penegak hukum dan 

regulator daerah. Contohnya penegak hukum disini 

ialah petugas pengawasan Satgas Waspada 

Investasi dari badan hukum yang tertinggi 

contohnya kejaksaan dan kepolisian. 

2. Peran Represif OJK pada Konsumen 

Berkaitan adanya Peran Represif yang disebabkan 

masih ada nya kasus investasi bodong saat ini, 

disebabkan adanya beberapa kendala yang 

menyebabkan kasus tersebut masih beredar. Berikut 

pernyataan staff Edukasi Perlindungan Konsumen 

(EPK) OJK Provinsi Bengkulu mengenai faktor atau 

kendala yang menyebabkan investasi bodong masih 

tersebar: 

a) Kemudahan membuat aplikasi, web dan 

penawaran melalui media sosial; 

b) Kesulitan pemberantasan dikarenakan lokasi server 

banyak ditempatkan di luar negeri; 

c) Masyarakat mudah tergiur bunga tingg; 
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d) Masyarakat belum paham investasi.
68

 

OJK melakukan peran represif pada saat kasus / 

kegiatan yang tidak diinginkan sudah terlanjur terjadi, 

maka diadakan peran ini dengan harapan untuk 

memperbaiki investasi serta mengembalikan 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. 

Peran represif yang dilakukan OJK yaitu membuka 

layanan atau fasilitas pengaduan masyarakat yang 

ingin melapor kegiatan investasi bodong merupakan 

fasilitas penyelesaian sengketa yang di lakukan oleh 

OJK. Sebagaimana UU No. 21 Tahun 2011 pasal 6 

tentang pengaturan dan pengawasan lembaga 

keuangan, OJK berhak memberikan tindakan 

penghentian kegiatan atau pencabutan izin usaha jika 

dinilai perusahaan jasa keuangan sudah merugikan 

konsumen dan masayarakat. 

Dalam praktiknya, OJK Provinsi Bengkulu 

menyediakan beberapa fasilitas untuk masyarakat 

sebagaimana pernyataan dari staff  Edukasi 

Perlindungan Konsumen (EPK) OJK Provinsi 

Bengkulu 
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„‟Bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi dapat 

menghubungi OJK melalui layanan konsumen 

sebagai berikut: kontak 157, whatsaap 

081157157157, email konsumen@ojk.go.id, minisite 

http://sikapiuangmu.ojk.go.id,https://kontak157.ojk.g

o.id 
69

 

B. Pembahasan 

Munculnya masalah investasi ilegal ini menjadi 

tanggung jawab besar yang dihadapi oleh OJK sebagai 

lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi 

seluruh sektor jasa keuangan guna melindungi 

kepentingan konsumen jasa keuangan. OJK sendiri dalam 

bidang pengawasan hanya mengawasi 3 sektor keuangan 

yaitu perbankan, pasar modal dan IKNB. Selain ke-tiga 

sektor tersebut bukan dibawah pengawasan OJK lagi, 

melainkan dibawah pengawasan dinas terkait.
70

 

Jadi investasi yang tidak terdaftar di OJK belum 

tentu dikatakan investasi ilegal, asalkan mendapatkan 

izin dari instansi yang terkait dengan sektor usahanya. 

Berbeda dalam pengawasan terhadap lembaga investasi 

legal, dalam pengawasan investasi ilegal, OJK 

melakukannya tidak sendirian namun bersama dengan 
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tim yang dikenal dengan Satgas Waspada Investasi yang 

diketuai oleh OJK.  Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 

1 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan, dirumuskan bahwa, “Otoritas 

Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dan 

bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai 

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, 

pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang ini”.
71

 

Investasi ilegal menggunakan skema money game 

atau skema Ponzi yaitu memutar dana masyarakat 

dengan cara membayar bonus kepada konsumen lama 

dengan sumber dana yang berasal dari konsumen baru. 

Tidak ada sedikitpun aktivitas bisnis nyata untuk 

menompang pembayaran keuntungan kepada masyarakat, 

akibatnya sudah dapat diduga, akan kehilangan uang 

dalam waktu singkat karena uangnya telah diserahkan 

kepada pihak lain yang telah ikut lebih dulu.
72

 

Terlebih lagi kegiatan investasi ilegal 

menggunakan fasilitas publik untuk mempermudah 

menjaring masyarakat untuk mengikuti prakteknya 

tersebut. Penghimpunan dana dari masyarakat yang 

                                           
 71 Ilegal Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi pada OJK Provinsi 

Jambi), Tahun 2020,  h . 70.  
72 Abd. Kadir Arno dan A Ziaul Assad,‟‟ Peran Otoritas Jasa Keuangan 

dalam mengawasi Resiko Pembiayaan dalam Investasi Bodong‟‟, Journal of 

Islamic Economic Law, Vol. 2 No. 1, (2017), h. 91 
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diimingi akan mendapat keuntungan yang sangat 

menggiurkan atau dengan bunga diluar batas ketetapan 

pada sistem  investasi. 

Kegiatan investasi ilegal menyerupai instrument 

perbankan, dengan ciri utama penipuan berkedok 

investasi dimana tidak dimilikinya dokumen perizinan 

yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, 

Bappebti- Kementerian Perdagangan, Kementerian 

Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya. Kegiatan usaha 

menghimpun dana dari masyarakat hanya dapat dilakukan 

oleh bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2014: 9).
73

 

Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas 

pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan 

dalam perlindungan hukum bagi masyarakat, diatur 

didalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan : 

“Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, 

OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan 

kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi : 

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada 

masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, 

layanan, dan produknya. 
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2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan 

kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi 

merugikan masyarakat 

3. Tindakan lain yang dianggap perlu dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor 

jasa keuangan. 

Kewenangan OJK untuk mengatasi perusahaan 

yang melakukan investasi ilegal pada pasal ini, 

melakukan tindakan pencegahan kerugian demi 

perlindungan hukum bagi masyarakat berupa 

konsumen, dan pembelaan hukum. Pasal tersebut 

diimplementasikan oleh Dewan Komisioner yang 

membidangi Edukasi & Perlindungan dalam 

perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai 

konsumen jasa keuangan dengan menggunakan 

Twin Peak Concept, yaitu tindakan preventif dan 

represif dalam menjaga stabilitas keuangan melalui 

pengaturan dan pengawasan berdasarkan prinsip 

kehati – hatian.
74

 

Pada pasal 28 ayat 1 merupakan langkah 

preventif yang mengatur perlindungan hukum bagi 

masyarakat dengan keuangan sebagai memberikan 

informasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap 

karakteristik, produk, dan layanan di sektor jasa 
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keuangan, dengan memberikan informasi dan 

edukasi masyarakat akan mengetahui karakteristik 

dan produk di sektor jasa keuangan. 

Langkah mengedukasi masyarakat oleh OJK 

atas amanat pasal 28 tersebut dengan 

memberikan edukasi kebeberapa daerah dengan 

Focus Group Discussion Investasi ilegal, melalui 

minisite OJK bidang Edukasi & Perlindungan pun 

edukasi diberikan kepada masyarakat luas, namun 

peran masyarakat untuk tidak mudah terjebak pada 

investasi ilegal sangat penting, pemahaman terhadap 

investasi yang tidak spekulatif, keuntungan yang 

wajar sejalan dengan keuntungan kegiatan usaha 

perusahaan, dan lebih cerdas dalam menyalurkan 

dana pada perusahaan lembaga yang jelas telah 

memiliki izin Otoritas Jasa lembaga pengawas 

(Otoritas Jasa Keuangan 2014: 4) 

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat 2 & 3 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa keuangan, OJK berwenang untuk 

Meminta lembaga jasa keuangan untuk 

menghentikan kegiatannya apabila kegiatan 

tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan 

melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan.
75

 

Adanya pasal tersebut merupakan langkah OJK 

dalam rangka memberikan perlindungan hukum 

pada tahap represif, yakni dengan meminta lembaga 

jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya 

apabila  kegiatan tersebut berpotensi dapat 

merugikan masyarakat, dan melakukan tindakan 

yang dianggap perlu, penggunaan pasal ini 

merupakan tindak lanjut dari pengaduan 

masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan atas 

adanya kegiatan investasi ilegal, sehingga 

perusahaan yang melakukan investasi ilegal dapat 

dicabut izin usahanya dan dapat diberikan sanksi 

kepada perusahaan yang melakukan investasi ilegal, 

agar tidak merugikan masyarakat secara luas. 
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  BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian 

tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan 

Konsumen dari investasi ilegal di Provinsi Bengkulu. 

Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Peran Otoritas 

Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen dari 

investasi ilegal di Provinsi Bengkulu. Pertama, peran 

pencegahan (Preventif), peran ini  melakukan sosialisasi 

dan edukasi kepada masyarakat serta berbagi ilmu 

pengetahuan mengenai investasi ilegal terhadap seluruh 

lapisan masyarakat. Kedua, peran penyelesaian/tindak 

lanjuti kasus (Represif), peran Represif yang dilakukan 

OJK yaitu membuka layanan atau fasilitas pengaduan 

masyarakat yang ingin melapor kegiatan investasi bodong. 

OJK berhak memberikan tindakan penghentian kegiatan 

atau pencabutan izin usaha jika dinilai perusahaan jasa 

keuangan sudah merugikan konsumen dan masayarakat. 

Selain itu, dibalik kedua peran tersebut OJK 

memiliki kendala tidak bisa menjanjikan kembalinya uang 

konsumen yang telah dibawa entitas investasi bodong, 

terutama apabila uangnya sudah digunakan oleh pelaku 

investasi ilegal atau sudah dibagi-bagi kepada member-

member lama. 
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B. Saran  

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian 

tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan 

konsumen dari investasi ilegal di Provinsi Bengkulu, OJK 

merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas 

melakukan perlindungan dengan tujuan agar lembaga 

keuangan yang diawasi tidak melakukan pelanggaran dan 

merugikan masyarakat.  

Namun untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut 

Otoritas Jasa Keuangan diharapkan lebih memperluas 

kembali target wilayah dalam melakukan edukasi dan 

informasi sampai kedaerah-daerah seluruh Provinsi 

Bengkulu, karena pada dasarnya target dari pelaku 

investasi ilegal yaitu orang-orang kaya yang tidak 

mempunyai pengetahuan tentang investasi dan lembaga 

keuangan. 

 



 

 

78 
 

DAFTAR PUSTAKA 

A Ziaul Assad dan  Abd. Kadir Arno. 2017. Peran Otoritas Jasa 

Keuangan dalam mengawasi Resiko Pembiayaan dalam 

Investasi Bodong, Journal of Islamic Economic Law, Vol. 2 

No. 1. 

Afriyanti Nonie, dkk. 2020. Lembaga Keuangan, CV ZIGIE 

UTAMA. Bengkulu 

Ahmd  Sufmi Dasco. 2018 .Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam 

Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia, Vol.6 No. 1. 

Amalia Nuril Hidayati. 2017. Analisis Relevansinya dengan 

Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi, Vol. 8 No. 2. 

Arisandi Rizki. 2015. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam 

Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terhadap Kegiatan 

Investasi Ilegal di Tasikmalaya. Skripsi Fakultas Syariah 

dan Hukum 

Bidari Sekar Ashinta. Kedudukan Bank Indonesia (BI) Setelah 

Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Skripsi Fakultas 

Hukum 

Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan edisi ke 2. 2020.  

www.ojk.go.id  

Buku saku Otoritas Jasa Keuangan edisi ke 2. www.ojk.go.id  

Dilla Cattleyana dan M. Nur Holis. 2020. Modul Bank dan 

Lembaga Keuangan Lain. 

D Hadad Muliaman. 2014. Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan. 

www.ojk.go.id  

Dina Rayanti. Bagaimana Ciri-ciri Investasi Bodong, 

http://finance.detik.com/bursadan-

http://www.ojk.go.id/
http://www.ojk.go.id/
http://www.ojk.go.id/
http://finance.detik.com/bursadan-valas/d3225619/bagaimana-ciri-ciri-investasi-bodong-inipenjelasan-dari-ojk


 

 

 

valas/d3225619/bagaimana-ciri-ciri-investasi-bodong-

inipenjelasan-dari-ojk 

Fauzan Dwi Annisa. 2014. Telaah kritis Pemisahaan Wewenang 

Pengawasan Bank Pada Transisi Bank Indonesia dan 

Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Ilmiah, h.4 

Huda Nurul dan M. Edwin Nasution. 2008. Investasi Pasar 

Modal, Kencana. Jakarta  

Investasi Bodong, 22 Korban Rugi Rp 1,2 Miliaran 

https://rakyatbengkulu.com/2022/01/23/investasi-bodong-

22-korban-rugi-rp-12-miliar/  

Kasmir. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. PT 

RajaGraFindo Persada. Jakarta  

Muhamad Hamid. 2017. Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan 

Industri Jasa Keuangan Tingkat SMA, 

http://sikapuangmu.Ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/33

8. Jakarta 

Otoritas Jasa Keuangan, Bentuk Umum Produk Diduga Ilegal 

yang Ditawarkan, http://sikapiuangmu-

ojk.go.id/id.articel/129/bentuk-umum-produk-diduga-

ilegal-yang-ditawarkan 

Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Booklet Perbankan Indonesia, 

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. Jakarta  

Pardiansyah Elif. 2017.Investasi dalam Perspektif Ekonomi 

Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris, Jurnal Ekonomi 

Islam, Vol. 8 No.2, hlm. 340 

Pasal 34 ayat 1 

http://finance.detik.com/bursadan-valas/d3225619/bagaimana-ciri-ciri-investasi-bodong-inipenjelasan-dari-ojk
http://finance.detik.com/bursadan-valas/d3225619/bagaimana-ciri-ciri-investasi-bodong-inipenjelasan-dari-ojk
https://rakyatbengkulu.com/2022/01/23/investasi-bodong-22-korban-rugi-rp-12-miliar/
https://rakyatbengkulu.com/2022/01/23/investasi-bodong-22-korban-rugi-rp-12-miliar/
http://sikapuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/338
http://sikapuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/338
http://sikapiuangmu-ojk.go.id/id.articel/129/bentuk-umum-produk-diduga-ilegal-yang-ditawarkan
http://sikapiuangmu-ojk.go.id/id.articel/129/bentuk-umum-produk-diduga-ilegal-yang-ditawarkan
http://sikapiuangmu-ojk.go.id/id.articel/129/bentuk-umum-produk-diduga-ilegal-yang-ditawarkan


 

 

 

POJK 2003. Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 20nayat 1 

dan 2 

Ratusan warga Rejang Lebong tertipu investasi bodong 

https://www.antaranews.com/berita/2309770/ratusan-

warga-rejang-lebong-tertipu-investasi-bodong, 5 Agustus 

2021. 

Sari Anita Agus. 2018. Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan 

dalam Mengawasi Investasi Ilegal di Provinsi Lampung. 

Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas 

Islam Negeri Raden Intan 

Sugiyono. 2012.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif , 

Bandung: Alfabeta CV, h. 216 

Sutedi Andrian. 2014. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, 

Raih Asa Sukses. Jakarta 

Sindonew. Kantor OJK dari Aceh sampai Jaya Pura 

Soemitra Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 

Kencana. Jakarta  

Tika, Pabundu Moh. 2006.Metode Riset Bisnis.Jakarta .PT Bumi 

Aksara, h. 57. 

UU No 21 pasal 6 2011 

UU No.8 Pasal 4 ayat (1) 1999 

www.Ojk.go.id Tentang IKNB 

www.Ojk.go.id Tentang Pasar Modal 

 

 

 

https://www.antaranews.com/berita/2309770/ratusan-warga-rejang-lebong-tertipu-investasi-bodong
https://www.antaranews.com/berita/2309770/ratusan-warga-rejang-lebong-tertipu-investasi-bodong
http://www.ojk.go.id/
http://www.ojk.go.id/


 

 

 

 

 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


